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KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan pasal 4 ayat (9) huruf a Peraturan Gubernur Nomor
54 tahun 2023 tentang sistem kerja, perlu penetapan keputusan Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tentang Pembentukan Tim kerja pada
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun anggaran 2026;   

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali  terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

3. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja  Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor  20  Tahun 2023 tentang  Aparatur  Sipil  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor SKJ. 01 Tahun 2025 Tentang Standar
Kompetensi Jabatan Pelaksana;

6. Peraturan Gubernur  Riau  Nomor  61  Tahun  2021  tentang  Kedudukan,
Susunan  Organisasi  dan  Tata  kerja  Perangkat  Daerah  (Berita  Daerah
Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 61);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                             1 / 12                             1 / 12



7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor  1 Tahun 2025 tentang  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Provinsi  Riau  Tahun  Anggaran  2025
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025  Nomor 1 tanggal 3 Januari
2025);

8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan , Sususnan
Organisasi dan tata kerja perangkat daerah;

9. Peraturan Gubernur  Riau Nomor 54 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja
(Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 54);

10. Peraturan  Gubernur Riau  Nomor 1  Tahun  2025  tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran
2025 (Berita Daerah Propinsi Riau Tahun 2025 Nomor 1 tanggal 3 januari
2025);

MEMUTUSKAN:

Kesatu : Membentuk tim kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun
Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan Kepala
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

Kedua : Tim  kerja  sebagamana  dimaksud  pada  diktum  kesatu  mempunyai  tugas
sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Riau.

Ketiga : Tim  kerja  sebagaimana  dimaksud  pada  diktum  kesatu  melaporkan  hasil
pelaksanaan tugas kepada pejabat  penilai  kinerja  dan /  atau Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau secara berjenjang.

Keempat : Tim kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu akan dievaluasi  oleh
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau  berdasarkan penilaian dari
pejabat penilai.

Kelima : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan 
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau ini dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 
2026.

Keenam : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal        :   25 Februari 2026  

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau,

 

${ttd}

 
Dr. INDRA PUTRA, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19811130 200012 1 002

Tembusan disampaika kepada Yth :
1. Gubernur Riau di Pekanbaru sebagai laporan
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.
3. Kepala Biro Organsiasi Setda Provinsi Riau di Pekanbaru.
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LAMPIRAN I :  KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN
 DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
NOMOR     :  500.6.18/DKP-Sekr/68/2026
TANGGAL  : 25 Februari 2026

TIM KERJA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIA
TAHUN ANGGARAN 2026

1. SEKRETARIAT

NO NAMA/JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM

1
Hj. FAJRIYANI, SE, M. Si
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Penanggung Jawab

2

DEDI ERIANTO, S.Pi, M.Si
Perencana Ahli Muda

Ketua Tim Kerja Perencanaan Program

1. ITJE LESTARI, S.Si, M. Si
Perencana Ahli Muda

Anggota Tim Kerja Perencanaan Program

2. PERI MOLYANTO, SE
Penelaah Teknis Kebijakan

Anggota Tim Kerja Perencanaan Program

3. RAHAYU INDAH HANDAYANI, SE
Penelaah Teknis Kebijakan

Anggota Tim Kerja Perencanaan Program

4. WAN YULIA, ST
Penelaah Teknis Kebijakan

Anggota Tim Kerja Perencanaan Program

5. DENI SUSANTI, S.A.P
Penelaah Teknis Kebijakan

Anggota Tim Kerja Perencanaan Program

6. NURAINA, SE
Penelaah Teknis Kebijakan

Anggota Tim Kerja Perencanaan Program

7. BEBBY CINTHYA, S.Pd (PPPK)
Perencana Ahli Pertama

Anggota Tim Kerja Perencanaan Program

8. AISYA NUR PUTRI (PPPK)
Pengadministrasi Perkantoran

Anggota Tim Kerja Perencanaan Program

9. RISNI SOFIA (PPPK)
Pengadministrasi Perkantoran

Anggota Tim Kerja Perencanaan Program

2. BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

NO NAMA/JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM

1
SAPTA RAHMAWATI, S.Pi, M.Si
Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Penanggung Jawab

2

SAPTA RAHMAWATI, S.Pi, M.Si
Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Ketua Tim Kerja Pengembangan Kawasan 
Budidaya

1. SURYA BHAKTI LUBIS, S.Pi
Penelaah Teknis Kebijakan

Anggota Tim Kerja Pengembangan Kawasan 
Budidaya
Anggota Tim Kerja Pengembangan Kawasan 
Budidaya

3. KARYADI, S.Pi (PPPK)
Analis Akuakultur Ahli Pertama

Anggota Tim Kerja Pengembangan Kawasan 
Budidaya

4. PAITURRAHMAN SIRAIT, S.Pi (PPPK)
Analis Akuakultur Ahli Pertama

Anggota Tim Kerja Pengembangan Kawasan 
Budidaya

3

NENNY INDRAWATY, S.Pi, M. Si
Analis Akuakultur Ahli Muda

Ketua Tim Kerja  Produksi  dan Usaha  
Budidaya

1. CICI YERNI, S. Pi
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan

Anggota Tim Kerja Produksi  dan Usaha  
Budidaya

2. IDA ROYANI, S.Pi
Penelaah Teknis Kebijakan

Anggota Tim Kerja Produksi  dan Usaha  
Budidaya

Anggota Tim Kerja Produksi  dan Usaha  
Budidaya

4. RUSTAM EFENDI (PPPK)
Operator Layanan Operasional

Anggota Tim Kerja Produksi  dan Usaha  
Budidaya

4 SAPTA RAHMAWATI, S.Pi, M.Si Ketua Tim Kerja  Pakan  dan Kesehatan Ikan
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2. RINA JURITA PANJAITAN, S. Pi
Penelaah Teknis Kebijakan

3. RUDI ANDIKA , S.Pi, M.Si
Penelaah Teknis Kebijakan



3. AFRIBEN, S.Pi (PPPK)
Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama

Anggota Tim Kerja Pakan  dan Kesehatan 
Ikan

4. NURLAILI (PPPK)
Operator Layanan Operasional

3. BIDANG PERIKANAN TANGKAP

NO NAMA/JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM

1 HUMARDANI, S.Pi
Kepala Bidang Perikanan Tangkap Penanggung Jawab

2

RENNY DEVI, S.Pi
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda

Ketua Tim Kerja Pengendalian 
Penangkapan Ikan

1. ZULKANEDI, S.Pi, M. Si
Penelaah Teknis Kebijakan

Anggota Tim Kerja Pengendalian 
Penangkapan Ikan

2. WAHYU DWI KURNIA NINGSIH, S. Pi
Penelaah Teknis Kebijakan

Anggota Tim Kerja Pengendalian 
Penangkapan Ikan

3. HENDRIZAL, S.Si
Penelaah Teknis Kebijakan

Anggota Tim Kerja Pengendalian 
Penangkapan Ikan

4. MEDYA YULIAWATI NS, S.Pi, MP
Penelaah Teknis Kebijakan

Anggota Tim Kerja Pengendalian 
Penangkapan Ikan

5. AGUS SUKAMTO
Pengadministrasi Perkantoran

Anggota Tim Kerja Pengendalian 
Penangkapan Ikan

3

NUSRAWATI, S.Pi
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda

Ketua Tim Kerja   Penataan Pengelolaan 
dan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan

1. DEWI  ISTIYANTI, SE
Penelaah Teknis Kebijakan

Anggota Tim Kerja Penataan Pengelolaan 
dan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan

2. SYOFIA, S.Pi
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan

Anggota Tim Kerja Penataan Pengelolaan 
dan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan

3. ENCIK RIANI YONA RIZA, S.Pi
Pengelola produksi perikanan Tangkap Ahli Pertama

Anggota Tim Kerja Penataan Pengelolaan 
dan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan

4. ERVIN LUBIS, S.St.Pi
Pengolah Data dan Informasi

Anggota Tim Kerja Penataan Pengelolaan 
dan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan

5. BUSTAMI (PPPK)
Pengadministrasi Perkantoran

Anggota Tim Kerja Penataan Pengelolaan 
dan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan

4

HUMARDANI, S.Pi
Kepala Bidang Perikanan Tangkap Ketua Tim Kerja  Kenelayanan

1. Dr. NURMAYANI, S.Pi, M.Si
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan

Anggota Tim Kerja Kenelayanan

2. APRIYANTHO SALAWALI, S.P
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan

Anggota Tim Kerja Kenelayanan

3. PRAFIO TAZANESDA RAHARJO, S.Pi
Pengelola produksi perikanan Tangkap Ahli Pertama

Anggota Tim Kerja Kenelayanan

4. UMI KALSUM, S. Pi (PPPK)
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli 
Pertama

Anggota Tim Kerja Kenelayanan

5. MILA SARI (PPPK)
Pengadministrasi Perkantoran

Anggota Tim Kerja Kenelayanan

4. BIDANG KELAUTAN DAN PENGAWASAN

NO NAMA/JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM

1
M. HASSANALLUTFI, S.STP
Kepala Bidang Kelautan dan Pengawasan

Penanggung Jawab

2

ZULMASRI, S.Pi, M.Si
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda

Ketua Tim Kerja Tata Ruang Laut dan 
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil

1. AGUSTINA SRI HASTUTI, S. Pi Anggota Tim Kerja Tata Ruang Laut dan 
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Anggota Tim Kerja Pakan  dan Kesehatan 
Ikan

2. DAVID WIDURI, A.Md
Pengelola Layanan Kelauatan dan Perikanan

Anggota  Tim  Kerja  Pakan  dan  Kesehatan 
Ikan

Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama
Anggota Tim Kerja Pakan  dan Kesehatan 
Ikan

Kepala Bidang Perikanan Budidaya
1. LYSA SIMANJUNTAK, S. PI, M.Si



Analis Pengusaha Jasa Kelautan dam Perikanan
Ahli Muda

Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil
Anggota Tim Kerja Tata Ruang Laut dan 
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil

3. SESILIA ARIANI, S.Pi
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan

Anggota Tim Kerja Tata Ruang Laut dan 
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil

4. AFFIFUDDINSYAH, S. Pi, MT
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan

Anggota Tim Kerja Tata Ruang Laut dan 
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil

5. MUSTIKA ANGGRAINI PRATIWI, S.Si (PPPK)
Analis Pengusaha Jasa Kelautan dan Perikanan 
Ahli Pertama

Anggota Tim Kerja Tata Ruang Laut dan 
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil

6. BAIHAQI MULIA, S.Pi (PPPK)
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli 
Pertama

Anggota Tim Kerja Tata Ruang Laut dan 
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil

7. BADARRANI SAVITRI, S.Si (PPPK)
Analis Pengusaha Jasa Kelautan dan Perikanan 
Ahli Pertama

Anggota Tim Kerja Tata Ruang Laut dan 
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil

8. NURUL ADINDA, S.Si (PPPK)
Analis Pengusaha Jasa Kelautan dan Perikanan 
Ahli Pertama

Anggota Tim Kerja Tata Ruang Laut dan 
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil

3

APRILLA YUNITA, S.Pi, M. Si
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda

Ketua Tim Kerja Konservasi dan Rehabilitasi 
Ekosistem

1. MARTA LESTINA SITORUS,S.Pi
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda

Anggota Tim Kerja Konservasi dan 
Rehabilitasi Ekosistem

2. FEBRITA, S.Pi
Penelaah Teknis Kebijakan

Anggota Tim Kerja Konservasi dan 
Rehabilitasi Ekosistem

3. ADITYA PRAYOGI, S.S.T.Pi (PPPK)
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli 
Pertama

Anggota Tim Kerja Konservasi dan 
Rehabilitasi Ekosistem

4. BUDI PRASETIA, S.Pi (PPPK)
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli 
Pertama

Anggota Tim Kerja Konservasi dan 
Rehabilitasi Ekosistem

5. FATMAH YANI, S.Pi (PPPK)
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli 
Pertama

Anggota Tim Kerja Konservasi dan 
Rehabilitasi Ekosistem

6. NANDA INDAH DIAN LESTARI, S.Si
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli 
Pertama

Anggota Tim Kerja Konservasi dan 
Rehabilitasi Ekosistem

7. EDO DWI PURNOMO, S.Pi (PPPK)
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli 
Pertama

Anggota Tim Kerja Konservasi dan 
Rehabilitasi Ekosistem

8. NASHUHA FARIDHITA, S.Pi (PPPK)
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli 
Pertama

Anggota Tim Kerja Konservasi dan 
Rehabilitasi Ekosistem

9. APRIYANTO (PPPK)
Pengadministrasi Perkantoran

Anggota Tim Kerja Konservasi dan 
Rehabilitasi Ekosistem

4

DEDEK PURWANTO, S.Si
Pengawas Perikanan Ahli Muda

Ketua Tim Kerja Pengawasan Sumber Daya 
Perikanan

1. SATRIANI BATUBARA, S.Pi
Pengawas Perikanan Ahli Pertama

Anggota Tim Kerja Pengawasan Sumber 
Daya Perikanan

2. BASRUL HAMDI, S. Pi
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan

Anggota Tim Kerja Pengawasan Sumber 
Daya Perikanan

3. AL AZHAR, S.P
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan

Anggota Tim Kerja Pengawasan Sumber 
Daya Perikanan
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2. ODOR JULIANA SIDABUTAR, S. Pi, M.Si
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan



5. BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO NAMA/JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM

1
WIWIK PUJI RAHAYU, S. Pi, M. Si
Kepala Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Kelautan Dan 
Perikanan

Penanggung Jawab

2

WIWIK PUJI RAHAYU, S. Pi, M. Si
Kepala Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Kelautan Dan 
Perikanan

Ketua Tim Kerja Pemasaran 
dan Promosi

1. UMMI KALSUM,S.Pi
Penelaah Teknis Kebijakan

Anggota Tim Kerja Pemasaran
dan Promosi

2. ZULYENDRAYANI, S.Pi
Penelaah Teknis Kebijakan

Anggota Tim Kerja Pemasaran
dan Promosi

3. RIA INDRIANI, SE (PPPK)
Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama

Anggota Tim Kerja Pemasaran
dan Promosi

4. ERDYANSYAH, S.Pi (PPPK)
Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama

Anggota Tim Kerja Pemasaran
dan Promosi
Anggota Tim Kerja Pemasaran
dan Promosi

3

YARNI RIZAL, S.Pi
Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Ahli Muda

Ketua Tim Kerja  Usaha  dan 
Kelembagaan

1. HERNIATY RUNTUK SYCHBUTUH, S.Pi
Penelaah Teknis Kebijakan

Anggota Tim Kerja  Usaha  
dan Kelembagaan

2. YARNELI
Pengadministrasi Perkantoran

Anggota Tim Kerja  Usaha  
dan Kelembagaan

3. MUHAMMAD RIZKI RINALDI, S.Pi (PPPK)
Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Ahli Pertama

Anggota Tim Kerja  Usaha  
dan Kelembagaan
Anggota Tim Kerja  Usaha  
dan Kelembagaan

4

YARNI RIZAL, S.Pi
Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Ahli Muda

Ketua Tim Kerja  Pembinaan 
Mutu Produk

1. ADRIYATI  IS, S.Pi
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan

Anggota Tim Kerja  
Pembinaan Mutu Produk

2. NUNING RAHAYU,S.Si
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan

Anggota Tim Kerja  
Pembinaan Mutu Produk

3. RETNO PRAYUDI, S.Pi (PPPK)
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama

Anggota Tim Kerja  
Pembinaan Mutu Produk

4. NURIMAZ (PPPK)
Operator Layanan Operasional

Anggota Tim Kerja  
Pembinaan Mutu Produk

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau,

 
${ttd}

 
Dr. INDRA PUTRA, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19811130 200012 1 002
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5. MUHAIMMA SUKHRA RESMA, S.Pi (PPPK)
     Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama

4. RAHMAWATI ARANI, S.Tr.Pi (PPPK)
Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Ahli Pertama



LAMPIRAN II :  KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN
  DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
 NOMOR     : 500.6.18/DKP-Sekr/68/2026
 TANGGAL  : 25 Februari 2026

RINCIAN TUGAS TIM KERJA PADA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2026

1. SEKRETARIAT

perangkat daerah, rencana kerja tahunan, perjanjian  kinerja, dan laporan kinerja
pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

Pimpinan.
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Kelautan dan Peerikanan Provinsi Riau; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Ketua Tim Kerja Pengembangan Kawasan Budidaya :
a. menyusun dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pengembangan

2. BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
1.Penanggung Jawab :

a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan;
b. menyediakan dukungan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan;
c. memberikan arahan terpadu, input dan feedback atas pelaksanaan kegiatan;
d. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar tim; 
e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim;
f. melaporkan  hasil  kerja  tim  kepada  kepala  perangkat  daerah  melalui  Kepala  Dinas

kawasan budidaya;
b. melaksanakan identifikasi potensi dan pemanfaatan lahan dan air;
c. melaksanakan  proses  pemantauan  pembangunan  kawasan  perikanan budidaya;

Kelautan dan Peerikanan Provinsi Riau; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.  Ketua Tim Kerja Perencanaan Program :
a. menyusun dan membina pelaksanaan standar operasional prosedur

c. melaksanakan    koordinasi   penyusunan   dan    pembahasan    dengan perangkat
daerah terkait dalam rangka perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Dinas
Kelautan dan Perikanan;

d. melaksanakan pemantauan realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan   anggaran
pada Dinas Kelautan dan Perikanan; dan

e. melaksanakan analisa dan evaluasi serta pelaporan realisasi  pelaksanaan
program/kegiatan dan anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

f. melaporkan hasil kerja tim kepada  penanggungjawab; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

perencanaan program;
b. mengkaji, menyiapkan, menyusun dan mengusulkan rencana strategis, rencana  kerja

3.  Anggota Tim :
a. melaksanakan tugas yang diberikan ketua/ penanggungjawab;
b. membubuhkan paraf pada setiap hasil kerja anggota tim; 
c. melaporkan hasil kerja kepada ketua tim; dan
c. melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  ketua/penanggungjawab  dan/atau

1.  Penanggung Jawab :
a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan;
b. menyediakan dukungan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan;
c. memberikan arahan terpadu, input dan feedback atas pelaksanaan kegiatan;
d. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar tim; 
e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim;
f. melaporkan  hasil  kerja  tim  kepada  kepala  perangkat  daerah  melalui  Kepala  Dinas



3. BIDANG PERIKANAN TANGKAP
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4.Ketua Tim Kerja Pakan dan Kesehatan Ikan :
a. menyusun dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur  pakan dan

kesehatan;
b. melaksanakan  proses  standarisasi   dan  sertifikasi   pakan  buatan  serta peredaran

pakan;
c. melaksanakan identifikasi serta pengendalian hama penyakit ikan, obat  ikan dan

residu;
d. melaksanakan pelestarian lingkungan perikanan budidaya;
e. melaksanakan fasilitasi teknis pemberantasan hama, penyakit  ikan, obat  ikan, dan

pelaksanaan kegiatan pakan dan kesehatan ikan.
g. melaporkan hasil kerja tim kepada penanggungjawab; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Ketua Tim Kerja Produksi dan Usaha Budidaya :
a. menyusun   dan    pembinaan pelaksanaan    standar   operasional prosedur Produksi

dan Usaha Budidaya;
b. melaksanakan proses standarisasi dan sertifikasi Usaha Budidaya;
c. melaksanakan proses rekomendasi izin usaha Perikanan Budidaya;
d. melaksanakan pengembangan   dan    pelayanan    Usaha    Perikanan

Budidaya;
e. melaksanakan fasilitasi teknis budidaya dan perbenihan ikan air tawar, air payau dan

laut;
f. melaksanakan pengumpulan dan  pengolahan data statistik  Perikanan

Budidaya; dan
g. melaksanakan   pemantauan,   evaluasi   dan   pelaporan   pelaksanaan

kegiatan Produksi dan Usaha Budidaya.
h. melaporkan hasil kerja tim kepada penanggungjawab; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

residu; dan
f. melaksanakan     pengawasan,     pemantauan,    evaluasi    dan    pelaporan

d. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana serta pemanfaatan  fasilitas
kawasan perikanan budidaya;

e. melaksanakan pengembangan kawasan minapolitan budidaya; dan
f. melaksanakan    pengawasan,    pemantauan,   evaluasi   dan   pelaporan 

pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan budidaya.
g. melaporkan hasil kerja tim kepada penanggungjawab; dan
h.   melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. Penanggung Jawab :
a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan;
b. menyediakan dukungan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan;
c. memberikan arahan terpadu, input dan feedback atas pelaksanaan kegiatan;
d. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar tim;
e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim;
f. melaporkan hasil kerja tim kepada kepala perangkat daerah melalui Kepala Kepala Dinas

Kelautan dan Peerikanan Provinsi Riau; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Anggota Tim :
a. melaksanakan tugas yang diberikan ketua/ penanggungjawab;
b. membubuhkan paraf pada setiap hasil kerja anggota tim;
c. melaporkan hasil kerja kepada ketua tim; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua/penanggung jawab atau pimpinan.



3. Ketua Tim Kerja Penataan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan :
a. menyusun dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur  penataan

daratan;

e. melaksanakan   monitoring,   pengumpulan   dan   penyusunanan   data  Statistik
perikanan; dan

f. melaksanakan     pengawasan,     pemantauan,    evaluasi    dan    pelaporan
pelaksanaan Penataan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan.

Pimpinan.

4. BIDANG KELAUTAN DAN PENGAWAWSAN
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g. melaporkan hasil kerja tim kepada penanggungjawab; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

d. melaksanakan fasilitasi  teknis sumber daya ikan perairan umum dan perairan laut
(Teritorial);

2. Ketua Tim Kerja Pengendalian Penangkapan Ikan :
a. menyusun dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur  pengendalian

penangkapan ikan;
b. melaksanakan  pengelolaan  penangkapan  ikan  di perairan  umum dan wilayah laut

sampai dengan 12 mil;
c. melaksanakan pengendalian perizinan usaha perikanan tangkap; dan
d. melaksanakan     pengawasan,    pemantauan,    evaluasi    dan    pelaporan

pelaksanaan pengendalian dan penangkapan ikan.
e. melaporkan hasil kerja tim kepada penanggungjawab; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan;
b. melaksanakan inventarisasi, potensi dan penataan perikanan tangkap;
c. melaksanakan pemulihan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan  umum

4. Ketua Tim Kerja Kenelayanan :
a. menyusun dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur kenelayanan;
b. melaksanakan identifikasi dan klarifikasi data kenelayanan;
c. melaksanakan penguatan kelembagaan kelompok dan fasilitas kemitraan usaha serta

pengembangan usaha nelayan;
d. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan dan sentra-

sentra nelayan; dan
e. melaksanakan    pengawasan,   pemantauan,   evaluasi   dan   pelaporan pelaksanaan

kegiatan kenelayanan.
f. melaporkan hasil kerja tim kepada penanggungjawab; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

5. Anggota Tim :
a. melaksanakan tugas yang diberikan ketua/ penanggungjawab;
b. membubuhkan paraf pada setiap hasil kerja anggota tim;
c. melaporkan hasil kerja kepada ketua tim; dan
d. melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  ketua/penanggungjawab  dan/atau

1. Penanggung Jawab :
a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan;
b. menyediakan dukungan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan;
c. memberikan arahan terpadu, input dan feedback atas pelaksanaan kegiatan;
d. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar tim;
e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim;
f. melaporkan  hasil  kerja  tim  kepada  kepala  perangkat  daerah  melalui  Kepala  Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



pimpinan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                            10 / 12                            10 / 12

2. Ketua Tim Kerja Tata Ruang Laut dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil :
a. menyusun   dan    pembinaan   pelaksanaan   standar    operasional  prosedur tata

ruang laut dan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil;
c. melaksanakan   proses   penerbitan   izin   pengelolaan   dan   pemanfaatan  wilayah

pesisir dan pula-pulau kecil;
d. melaksanakan   koordinasi,   pembinaan dan   pemberdayaan masyarakat  wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil lintas sektor;
e. melaksanakan pengelolaan jasa kelautan; dan
f. melaksanakan   pengawasan,   pemantauan,   evaluasi   dan   pelaporan

pelaksanaan tata ruang laut dan pendayagunaan pesisir dan pulau- pulau kecil.
g. melaporkan hasil kerja tim kepada penanggungjawab; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Ketua Tim Kerja Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem :
a. menyusun dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur  konservasi dan

rehabilitasi ekosistem;
b. menyiapkan   bahan   perumusan   kebijakan   penyelenggaraan konservasi  dan

rehabilitasi sumber daya kelautan perikanan;
c. melaksanakan    pengembangan   konservasi,    mitigasi    bencana   dan kerusakan

lingkungan pesisir dan laut;
d. melaksanakan  rehabilitasi sumber daya pesisir, laut dan  pulau-pulau kecil;
e. melaksanakan fasilitasi teknis konservasi dan rehabilitasi sumber daya  kelautan

perikanan;
f. melaksanakan   pengembangan   sarana   prasarana   dan   pengelolaan
g. kawasan konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati; dan
h. melaksanakan    pengawasan,    pemantauan,    evaluasi    dan    pelaporan

pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi ekosistem.
i. melaporkan hasil kerja tim kepada penanggungjawab; dan 
j.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Ketua Tim Kerja Pengawasan Sumber Daya Perikanan :
a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur  pengawasan

sumber daya perikanan;
b. pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan;
c. pelaksanaan   proses   tindak   lanjut   pelanggaran   dan   tindak   pidana  perikanan,

pengelolaan dan pemasaran hasil sumber daya perikanan; dan
c. pelaksanaan    pengawasan,   pemantauan,   evaluasi   dan   pelaporan

d. pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan.
e. melaporkan hasil kerja tim kepada penanggungjawab; dan 
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Anggota Tim :
a. melaksanakan tugas yang diberikan ketua/ penanggungjawab;
b. membubuhkan paraf pada setiap hasil kerja anggota tim;
c. melaporkan hasil kerja kepada ketua tim; dan
d. melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  ketua/penanggungjawab  dan/atau



5. BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
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1. Penanggung Jawab :
a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan;
b. menyediakan dukungan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan;
c. memberikan arahan terpadu, input dan feedback atas pelaksanaan kegiatan;
d. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar tim;
e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim;
f. melaporkan hasil kerja tim kepada kepala perangkat daerah melalui Kepala     Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Ketua Tim Kerja Usaha dan Kelembagaan :
a. merencanakan penyusunan   dan    pembinaan   pelaksanaan    standar operasional

prosedur usaha dan kelembagaan;
b. melaksanakan  pendataan pelaku usaha  di  bidang pengolahan produk kelautan dan

perikanan;
c. melaksanakan   pembinaan   dan   pengembangan   kelompok   pengolahan hasil

kelautan dan perikanan;
d. melaksanakan   pengawasan,   pemantauan,   evaluasi   dan   pelaporan

pelaksanaan kegiatan usaha dan kelembagaan.
e. melaporkan hasil kerja tim kepada penanggungjawab; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Ketua Tim Kerja Pembinaan Mutu Produk :
a. menyusun dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pembinaan mutu

produk;
b. melaksanakan fasilitasi  teknis peningkatan mutu produk kelautan dan perikanan;
c. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana mutu produk kelautan dan perikanan;
d. melaksanakan  fasilitasi  penerbitan surat  kelayakan  pengolahan  hasil kelautan dan

pembinaan mutu produk.
g. melaporkan hasil kerja tim kepada penanggungjawab; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

perikanan
e. melaksanakan pengawasan mutu produk kelautan dan perikanan
f. melaksanakan   pengawasan,   pemantauan,   evaluasi   dan   pelaporan pelaksanaan

4. Ketua Tim Kerja Pemasaran dan Promosi :
a. menyusun dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pemasaran dan

promosi;
b. melaksanakan  fasilitasi  pemasaran  dan  promosi produk kelautan  dan perikanan;
c. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasana hasil produk kelautan dan perikanan;
d. menghimpun data harga produk kelautan dan perikanan;
e. melaksanakan   pendataan   perdagangan   hasil   produk  kelautan   dan perikanan

kegiatan pemasaran dan promosi.
g. melaporkan hasil kerja tim kepada penanggungjawab; dan 
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

dan ;
f. melaksanakan   pengawasan,   pemantauan,   evaluasi   dan   pelaporan pelaksanaan



pimpinan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau,

${ttd}

Dr. INDRA PUTRA, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19811130 200012 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

5. Anggota Tim :
a. melaksanakan tugas yang diberikan ketua/ penanggungjawab;
b. membubuhkan paraf pada setiap hasil kerja anggota tim;
c. melaporkan hasil kerja kepada ketua tim; dan
d. melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  ketua/penanggungjawab  dan/atau
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